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PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DALAM 

SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA1 
Oleh: Einstein E. Lalamentik2 

 
ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana Peninjauan Kembali 
(PK)dalam sistem peradilan pidana Indonesia 
dan apakah Jaksa mempunyai hak untuk  
mengajukan Peninjauan Kembali di dalam 
Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Peninjauan Kembali 
merupakan suatu upaya hukum yang sangat 
diperlukan oleh terpidana untuk meminta 
memperbaiki keputusan pengadilan yang telah 
menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan hakim 
dalm menajtuhkan putusannya. 2. Peninjauan 
Kembali merupakan upaya hukum luar biasa 
yang diberikan undang-undangkepada 
terpidana atau ahli warisnya yang menjadi 
korban ketidakadilandari pelaksanaan hukuman 
pidana itu sendiri, dengan sendirinyapengajuan 
peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan 
kepada Negarayang dipresentasikan oleh Jaksa.  
Kata kunci: Peninjauan kembali, Jaksa, 
Peradilan pidana. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Lahirnya konsepsi hukum Peninjauan 
Kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana berpijak pada landasan filosofi 
dan tidak terlepas dari sejarah lahirnya asas 
legalitas pada abad ke XVIII di Eropah, yang 
perwujudannyapertamakali dalam perundang-
undangan Hindia Belanda: Reglement op de 
Strafvordering (RSv) – Stb. nomor 40 jo 57 
(1847).3Peninjauan Kembali yang disingkat 
PKadalah suatu upaya hukum yang dipakaioleh 
terpidana untuk memperoleh 
penarikankembali atau perubahan terhadap 
putusanhakim yang pada umumnya tidak dapat 
diganggu gugat lagi.4  
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Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana 
dilandasi filosofi pengembalian hak dan 
keadilan penduduk yang telah dirampas negara 
secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana 
tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Negara 
bertanggungjawab untuk mengembalikan 
keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. 
Oleh sebab itu negara memberikan hak pada 
terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan 
Peninjauan Kembali. Pemberian hak Peninjauan 
Kembali  pada terpidana sebagai bentuk 
pertanggungjawaban negara. Merupakan 
wujud penebusan dosa pada terpidana. Dasar 
filosofi inilah yang mendasari dan menjiwai 
hukum acara Peninjauan Kembali dalam 
Reglement op de Strafvoordering (RSv), yang 
kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1 
Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980 
selanjutnya ke dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana.5 

Peninjauan kembali oleh Jaksa dalam 
perkara pidana merupakan paradoks yang 
treajdi dalam sistem hukum pidana, dmana 
praktek hukum tersebut bertentangan dengan 
nilai dan norma hukum sebagaimana diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara 
Pidana (KUHAP). terapi dalam praktek 
peninjauan kembali sring dilakukan olej jaksa 
dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan 
yang memutus perkara tersebut. Akibatnya 
hukum tidak mencerminkan keadilan dan 
kepastian bahkan cenderung menabrak 
kepentingan hukum terpidana dan ahli 
warisnya. Pengajuan peninjauan kembali 
adalah semata-mata demi kepentingan 
terpidana dan ahli warisnya, hukum dan 
undang-undang tidak memberikan wewenang 
kepada jaksa untuk melakukan peninjauan 
kembali. Peni njauan kembali yang dilakukan 
oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum 
melaikan hanya merupakan penafsiran hukum.  

Substansi Peninjauan Kembali berpijak pada 
dasar, bahwa negara telah salah mempidana 
penduduk dan tidak dapat diperbaiki dengan 
upaya biasa. Membawa akibat telah 
dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana 
secara tidak sah. Negara telah berbuat dosa 
pada penduduknya. Negara dituntut 
bertanggung jawab untuk mengembalikan 
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keadilan dan hak-hak terpidana yang telah 
dirampas. Bentuk pertanggungjawaban itu, 
ialah negara memberikan hak kepada terpidana 
atau ahli warisnya untuk mengajukan 
Peninjauan Kembali, bukan kepada negara . 
Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa 
pemberian hak Peninjauan Kembali pada 
terpidana adalah wujud nyata penebusan dosa 
yang telah dilakukan negara tersebut.6  
 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peninjauan Kembali 
(PK)dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia? 

2. Apakah Jaksa mempunyai hak untuk  
mengajukan Peninjauan Kembali di 
dalam Sistem Peradilan Pidana 
Indonesia? 

 
C. Metode Penelitian 

Mengacu pada judul dan perumusan 
masalah, maka penelitian ini termasuk ke 
dalam kategori penelitian normatif atau 
penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder yang terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut 
disusun secara sistematis, dikaji, kemudian 
ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. 

 
PEMBAHASAN 
A. Peninjauan Kembali (PK) Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia 
Peninjauan kembali atau disingkat PK atau 

dikenal pula dengan istilah Herziening van 
Arresten en Vonnissen, adalah suatu upaya 
hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana 
(orang yang dikenai hukuman) dalam suatu 
kasus hukun terhadap suatu putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. 
Putusan pengadilan yang disebut mempunyai 
kekuatan hukum tetap ialah putusan 
Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya 
banding.7 Peninjauan Kembali dapat ditempuh 
terhadap putusan pengadilan yang telah 
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berkekuatan hukum tetap apabila putusan itu 
berupa putusan yang menyatakan terdakwa 
(orang yang dituntut dalam persidangan) bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum. 

Suatu putusan  yang telah mempunyai 
kekeuatan hukum tetap dapat diajukan 
peninjauan kembali. Adapun alasan Peninjauan 
Kembalisebagaimana dimaksud dalam pasal 
263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu: 

1. Apabila terdapat keadaan baru yang 
menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu 
sidang masih berlangsung, hasilnya akan 
berupa putusan bebas atau putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan dari penuntut umum tidak 
dapat diterima atau terhadap perkara itu 
diterapkan ketentuan pidana yang lebih 
ringan 

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat 
pernyataan bahwa sesuatu telah 
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan 
sebagai dasar dan alasan putusan yang 
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata 
telah bertentangan satu dengan yang 
lain. 

3. Apabila putusan itu dengan jelas 
memperlihatkan suatu kekhilafan hakim 
atau suatu kekeliruan yang nyata. 

4. Atas dasar alasan yang sama 
sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf 
c diatas, terhadap suatu putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dapat diajukan 
permintaan peninjauan kembali apabila 
dalam putusan itu suatu perbuatan yang 
didakwakan telah dinyatakan terbukti 
akan tetapi tidak diikuti oleh suatu 
pemidanaan. 

Melihat rumusan alasan peninjauan kembali 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat 
(2) KUHAP di atas dan apa yang dikemukakan 
oleh Yahya Harahap, maka dapatlah diambil 
kesimpulan bahwa, syarat dapat diajukannya 
Peninjauan Kembali adalah adanya keadaan 
atau bukti baru (novum). Keadaan atau bukti 
baru yang menjadi landasan diajukannya 
Peninjauan Kembali tersebut adalah yang 
mempunyai sifat dan kualitas ‘menimbulkan 
dugaan kuat’, yang diartikan: 

1. Jika seandainya keadaan baru itu 
diketahui atau ditemukan dan 
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dikemukakan pada waktu sidang 
berlangsung, dapat menjadi faktor dan 
alasan untuk menjatuhkan putusan 
bebas atau putusan lepas daris egala 
tuntutan hukum. 

2. Keadaan baru jika ditemukan dan 
diketahui pada waktu sidang 
berlangsung, dapat menjadi alasan atau 
faktor untuk menjatuhkan putusan yang 
menyatakan tuntutan penuntu umum 
tidak dapat diterima. 

3. Dapat diajadikan alasan dan faktor untuk 
menjatuhkan putusan dengan 
menerapkan ketentuan pidana yang lebih 
ringan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, 
permohonan Peninjauan Kembali dapat 
diajukan berdasarkan alasan-alasan yang 
terdiri:8 

1. Putusan memperlihatkan kekhilafan atau 
kekeliruan yang mencolok; 

2. Dalam putusan terdapat keterangan-
keterangan yang ternyata satu sama lain 
saling bertentangan; 

3. Apabila terdapat keadaan baru, yang 
apabila diketahui pada saat sidang masih 
berlangsung, putusan yang akan 
dijatuhkan akan membebaskan terdakwa 
atau melepaskannya dari segala tuntutan 
hukum; 

4. Apabila dalam putusan suatu perbuatan 
dinyatakan terbukti, akan tetapi 
pernyataan itu tidak diikuti dengan 
pemidanaan. 

Permohonan peninjauan kembali harus 
diajukan sendiri oleh para pihak yang 
berperkara, atau ahli warisnya atau seorang 
wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk 
itu.Apabila   selama   proses   peninjauan   
kembali   pemohon   meninggal   dunia, 
permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh 
ahli warisnya.Permohonan peninjauan kembali 
diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan 
menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang 
dijadikan dasar permohonan itu dan 
dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri 
yang memutus perkara dalam tingkat 
pertama.Apabila pemohon tidak dapat menulis, 
maka ia menguraikan permohonannya secara 
lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang 

                                                           
8
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memutus perkara dalam tingkat pertama atau 
hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
yang akan membuat catatan tentang 
permohonan tersebut.9 
 
B. Hak Mengajukan Peninjauan Kembali Oleh 

Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Indonesia  
Pasal 263 ayat (1) KUHAPmenegasakan 

bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan 
Kembali ialah terpidana atau ahli warisnya, 
namun dalam perkembangan praktik peradilan 
saat ini, terdapat tiga pihak yang dapat 
mengajukan Peninjauan Kembali yaitu:10 
1. terpidana  
2. ahli waris atau 
3. kuasa hukum terpidana. 

Terpidana dan ahli waris memiliki 
kedudukan yang sama dalam megajukan 
Peninjauan Kembali. Hal ini berarti bahwa 
sekalipun terpidana masih hidup, ahli waris 
dapat langsung mengajukan peninjauan 
kembali. Apabila terpidana meninggal dunia 
pada saat permohonan peninjauan kembali 
diajukan maka ahli waris berperan untuk 
menggantikan posisi terpidana dalam 
mengajukan peninjauan kembali. Sedangkan 
untuk kuasa hukum, dasar hukumnya ialah 
aturan tambahan pedoman pelaksanaan 
KUHAP yang tertuang dalam bentuk Lampiran 
Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-
PW.07.03 Tahun 1983.11Surat Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
: M.01. PW. 07. 03 tahun 1982 tentang 
pedoman pelaksanaan hukum acara pidana 
dengan jelas dinyatakan bahwa pelaksanaan 
atas hak Peninjauan Kembali hanya ditujukan 
kepada terpidana atau ahli warisnya  dalam 
ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai 
"pemohon" (merujuk sebagaimana ketentuan 
pasal 264 (1), 264 (4), 265 (2), 263 (3), 265 (4), 
266 (2) huruf a, 266 (2) huruf b, dan 268 (2). 
 

Pasal 264 ayat (1) berbunyi: 
 “Permintaan peninjauan kembali oleh 

pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
263 ayat (1) diajukan kepada panitera 
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pengadilan yang telah memutus perkaranya 
dalam tingkat pertama dengan menyebutkan 
secara jelas alasannya.” 
Pasal 264 ayat (4): 

 “Dalam hal pemohon peninjauan kembali 
adalah terpidana yang kurang memahami 
hukum, panitera pada waktu menerima 
permintaan peninjauan kembali wajib 
menanyakan apakah alasan ia mengajukan 
pemintaan tersebut dan unutk itu panitera 
membuatkan surat permintaan peninjauan 
kembali.”  

Pasal 265 ayat (2): 
 “Dalam pemeriksaan sebagaimana disebut 

dalam ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir 
dan dapat menyampaikan pendapatnya.” 

Pasal 265 ayat (3): 
 “Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita 

acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
hakim, jaksa, pemohon an panitera dan 
berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara 
pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan 
panitera.” 
Pasal 265 ayat (4): 

“Ketau pengadilan segera melanjutkan 
permintaan peninjauan kembali yang dilampiri 
berkas semula, berita acara pemeriksaan dan 
berita acara pendapat kepada Mahkamah 
Agung yang tembusan surat pengantarnya 
disampaikan kepada pemohon dan jaksa.” 
Pasal 266 ayat (2): 

“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat 
bahwa permintaan peninjauan kembali dapat 
diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 

a. apabila Mahkamah Agung tidak 
membenarkan alasan pemohon, 
Mahkamah Agung menolak permintaan 
peninjauan kembali dengan menetapkan 
bahwa putusan yang dimintakan 
peninjauan kembali itu tetap berlaku 
disertai dasar pertimbangnnya. 

b. apabila Mahkamah Agung membenarkan 
alasan pemohon, Mahkamah agung 
membatalkan putusan yang diminatakan 
peninjauan kembali itu dan menjatuhkan 
putusan yang dapat berupa: 
1. putusan bebas; 
2. putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum; 
3. putusan tidak dapat menerima 

tuntutan penuntut umum; 

4. putusan dengan menerapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan. 

Pasal 268 ayat (2): 
“Apabila suatu permintaan peninjauan 

kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung 
dan sementara itu pemohon meninggal dunia, 
mengenai diteruskan atau tidaknya diserahkan 
kepada kehendak ahli warisnya.” 

Dari kesemua ketentuan pasal sebagaimana 
tersebut jika ditafsirkan maka akan sangat jelas 
makna dari peninjauan kembali itu adalah hak 
terpidana atau ahli warisnya bukan hak dari 
jaksa sebagai penuntut umum.  

Dalam prakteknya peninjauan kembali 
seringkali dilakukan oleh Jaksa bukan oleh 
terdakwa atau ahli warisnya, praktik hukum ini 
merupakan gejala kekeliruan peradilan 
(rechtelijkedwaling) yang dalam 
implementasinya merupakan suatu cara yang 
melanggar atau menerobos aturan-aturan 
hukum itu sendiri dalam hal ini adalah aturan 
dalam hukum acara pidana.12Dalam praktik 
peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum 
peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam 
Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur 
larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum 
untuk mengajukan peninjauan kembali. Di 
dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung 
diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum 
untuk mengajukan peninjauan kembali.Alasan 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan 
kembali dikarenakan adanya bukti baru 
(novum), adanya putusan bebas atau lepas, dan 
di dalam putusan telah berkekuatan hukum 
tetap tidak terdapat putusan pemidanaan 
padahal terbukti adanya suatu perbuatan 
pidana.13 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) No. 1 Tahun 1980 ini, syarat formil 
mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, 
yaitu:14 
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1) Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh 
Jaksa Agung, terpidana, dan pihak yang 
berkepentingan. 

2) Terhadap putusan yang mempidana yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Sementara syarat materiil (Pasal 9) 
menyebutkan tiga alasan untuk dapat 
diajukannya Peninjauan Kembali sebagai 
berikut:15 

1) Adanya putusan-putusan yang berlainan 
terdapat keadaan-keadaan yang 
dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata 
satu sama lain bertentangan; 

2) Terdapatnya suatu keadaan, sehingga 
menimbulkan persangkaan yang kuat, 
bahwa apabila keadaan itu diketahui 
pada waktu sidang masih berlangsung, 
putusan yang akan dijatuhkan akan 
mengandung pembebasan terpidana dari 
tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum 
atas dasar perbuatan yang dituduhkan 
itu tidak dapat dipidana, pernyataan 
tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk 
menyerahkan perkara ke persidangan 
pengadilan atau penetrapan ketentuan-
ketentuan pidana lain yang lebih ringan. 

3) Putusan yang menyatakan suatu 
perbuatan yang dituduhkan terbukti, 
namun tidak diikuti suatu pemidanaan.  

Dari apa yang disebutkan dalam PERMA No. 
1 Tahun 1980 di atas mengenai syarat formil 
dan materil, maka pihak yang berhak 
mengajukan Peninjauan Kembali, ialah 
terpidana, pihak yang berkepentingan atau 
Jaksa Agung terhadap putusan “pemidanaan” 
yang telah tetap.  
Dibanding dengan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
mengatur tentang Putusan Kembali Putusan 
Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan 
Hukum Tetap dalam Bab XVIII Bagian Kedua 
dalam Pasal 263  disebutkan bahwa:16 

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, 
kecuali putusan bebas atau lepas 
darisegala tuntutan hukum, terpidana 
atau ahli warisnya dapat mengajukan 
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Ibid. 
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P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan 
KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan 
Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 525. 

permintaaan peninjauan kembali 
kepada Mahkamah Agung; 

(2) Permintaan peninjauan kembali 
dilakukan atas dasar: 

a. Apabila terdapat keadaan baru yang 
menimbulkan dugaan kuat, bahwa 
jika keadaan itu sudah diketahui pada 
waktu sidang masih berlangsung, 
hasilnya akan berupa putusan bebas 
atau putusan lepasa dari segala 
tuntutan hukum atau tuntutan 
penuntut umum tidak dapat diterima 
atau terhadap perkara itu diterapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan; 

b. Apabila dalam pelabagai putusan 
terdapat pernyataan bahwa sesuatu 
telah terbukti, akan tetapi hal atau 
keadaan sebagai dasar dan alasan 
putusan yang dinyatakan telah 
terbukti itu, ternyata telah 
bertentangan satu dengan yang lain; 

c. Apabila putusan itu dengan jelas 
memeperlihatkan suatu kekhilafan 
hakim atau suatu kekeliruan yang 
nyata. 

(3) Atas dasar alasan yang sama 
sebagaimana tersebut pada ayat (2) 
terhadap suatu putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dapat diajukan 
permintaan peninjauan kembali apabila 
dalam putusan itu suatu perbuatan 
yang didakwakan telah dinyatakan 
terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh 
suatu pemidanaan. 

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, jika 
diurai ketentuan pasal tersebut memiliki unsur 
yang sangat limitatif yaitu :17 

1. putusan pengadilan yang dimintakan 
peninjauan kembali telahmemperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

2. bukan merupakan putusan bebas atau 
lepas dari segala tuntutan 

3. diajukan oleh terpidana atau ahli 
warisnya. 

Isi atau bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, 
mengandung arti, semua putusan pengadilan 
negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung 
yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap dapat dimohonkan untuk ditinjau kembali 

                                                           
17

KUHAP dan KUHP,Op-Cit,  hlm. 303. 
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kecuali putusan bebas atau lepas. Namun 
didalam KUHAP tidak dijelaskan apa latar 
belakang atau alasan sehingga terhadap 
putusan yang sudah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap kecuali putusan bebas dan 
lepas dari segala tuntutan hukum dapat 
diajukan permohonan peninjauan kembali.18 

Dalam prakteknya peninjauan kembali oleh 
jaksa tentu saja sangat tidak menguntungkan 
bagi terpidana dan ahli warisnya, dan hal 
tersebuttentu saja berpotensi melanggar hak 
asasi terpidana dan ahli warisnya.Dalam posisi 
ini jelaslah bahwa hukum yang dilakukan oleh 
penguasa(jaksa sebagai alat negara) hanya 
melindungi kepentingan negara saja,tetapi 
mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga 
tujuan pelaksanaanhukum pidana yang adil 
tidak akan tercapai.Sebagaimana diketahui 
berkaitan dengan pengaturan 
PeninjuanKembali (PK) sudah diatur secara 
limitatif dalam ketentuan pasal 263,264, 265, 
266, 267, 268 KUHAP dan dengan syarat harus 
memenuhiketentuan dan syarat-syarat dalam 
Pasal 263 KUHAP. Dari semuaketentuan pasal-
pasal ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 
Peninjauan Kembalimerupakan upaya hukum 
luar biasa yang diberikan undang-
undangkepada terpidana atau ahli warisnya 
yang menjadi korban ketidakadilandari 
pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, 
dengan sendirinyapengajuan peninjauan 
kembali ini tidak dapat diberikan kepada 
Negarayang dipresentasikan oleh jaksa, karena 
secara prinsip negara tidakmenjadi korban 
dalam pelaksanaan hukum pidana, tetapi 
terpidana atauahli warisnya.19 

Merujuk pada mekanisme hukum acara 
pidana dimana dalamketentuan pasal 1 angka 
12 KUHAP yang menyatakan “upaya 
hukumadalah hak terdakwa atau penuntut 
umum untuk tidak menerima 
putusanpengadilan berupa perlawanan atau 
banding atau kasasi atau hakterpidana untuk 
mengajukan permohonan peninjauan kembali 
dalam halserta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.  
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C. Djisman Samosir, Op-Cit, hlm. 171. 
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Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar 
Grafika, 2006, Jakarta, hlm 8-9 
 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Peninjauan Kembali merupakan suatu 
upaya hukum yang sangat diperlukan 
oleh terpidana untuk meminta 
memperbaiki keputusan pengadilan yang 
telah menjadi tetap sebagai akibat 
kekeliruan hakim dalm menajtuhkan 
putusannya.  

2. Peninjauan Kembali merupakan upaya 
hukum luar biasa yang diberikan undang-
undangkepada terpidana atau ahli 
warisnya yang menjadi korban 
ketidakadilandari pelaksanaan hukuman 
pidana itu sendiri, dengan 
sendirinyapengajuan peninjauan kembali 
ini tidak dapat diberikan kepada 
Negarayang dipresentasikan oleh jaksa 

 
B. Saran 

1. Peninjauan kembali merupakan upaya 
untuk mengembalikan keadilan dan hak-
hak terpidana tidaklah boleh dikurangi. 

 2. Peninjauan kembali sebagai sarana untuk 
membuka kembali sutau putusan yang 
telah mempunyai kekutan hukum tetap 
tidak boleh dialihkan kepada siapapun 
karena merupakan hak dari terpidana 
atau ahli warisnya. 
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